
PANDUAN UNTUK DIALOG INTERAKTIF TRIPARTIT – DIPANDU OLEH AJI  

PROLOG: 
Mengingatkan peserta tentang keberadaan PRT dan atau PRTA yang sangat dekat dengan 
para peserta, di rumah tangga/keluarga masing2 asumsi saya mereka menggunakan jasa 
PRT. 
 
BAGIAN 1:  

1) Dimulai dengan mengajukan pertanyaan apa pandangan mereka (sebagai lembaga) 
tentang keberadaan PRT dan PRTA di Indonesia dan pengakuan sebagai pekerja, apa 
permasahannya, tantangan atau hambatannya. Dari pertanyaan ini kita bisa melihat 
standpoint masing-masing lembaga. bisa sama, tapi juga sangat mungkin beda. Disini harus 
ada proses transisi yang pas dari moderator untuk tidak menyimpulkan berdasarkan 
statement terbanyak, atau memaksakan pendapat pribadinya, termasuk memerhatikan 
ketersediaan waktu agar tidak memberikan ruang terlalu panjang untuk perdebatan (jika 
terjadi). 
2) Setelah pertanyaan pembukaan seperti diatas dan diketahui peta pemikirannya, 
serta jika ternyata berbeda, barulah kita putarkan film pidato SBY. kita ajak peserta dan 
narasumber sebagai satu kesatuan orang Indonesia yang punya masalah tentang PRT dan 
PRTA dan bahkan presiden sudah berjanji di depan forum internasional. Film ini kita 
gunakan sebagai pengikat emosi peserta dan narasumber. Perlu dipahami, sebagai isu yang 
relatif baru (jika dibanding dengan isu2 mainstream ketenagakerjaan selama ini) dan 
mungkin dianggap tidak penting, acara pelatihan menjadi forum untuk belajar bersama dan 
mencari solusi atas persoalan PRT dan PRTA di Indonesia.  

3)       Dari identifikasi tantangan/hambatan yang dibahas dalam sesi awal bisa 
dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan turunan antara lain:  

a) Bagaimana mengupayakan perlindungan PRT dan PRTA di dalam negeri yang 

sampai saat ini belum ada payung hukumnya? apa yang perlu dilakukan proses 

pengesahan draft PRT yang sudah diajukan di DPR sejak tahun 2004 termasuk 

mengupayakan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang pekerjaan layak bagi PRT? 

b) Terkait dengan pekerjaan layak bagi PRT, hal-hal apa saja yang paling mungkin 
dilakukan baik oleh pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan khalayak umum 
serta para pemerhati masalah ini? Misalnya, kontrak kerja yang jelas (jenis 
pekerjaan, jam kerja, gaji, waktu libur, dll). - good practices dari dalam negeri dan 
luar negeri bisa dishare di sesi ini.  

c) Salah satu isu sensitif kerja layak bagi PRT adalah tentang upah minimum dimana 
konvensi ILO 189 menyatakan perlu adanya “standar upah minimum bagi PRT”, 
padahal pengguna jasa PRT adalah juga kaum buruh yang nantinya mungkin dihitung 
sebagai komponen dalam pengupahan. Bagaimana menurut Bapak? (untuk APINDO 
dan Serikat Pekerja). 

BAGIAN 2: Moderator mengundang peserta menyampaikan pertanyaan. 
 
 
 



BAGIAN 3:  

a) Indonesia sudah mempunyai UU No. 20/1999 yang meratifikasi Konevensi ILO No. 138 
tentang batas usia minimal kerja dan UU No. 1/2000 pengesahan Konvensi ILO No. 182 
tentang penghapusan sesegera mungkin bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk anak (BPTA), 
PRT adalah salah satu dari BPTA. Menurut bapak, apakah instrumen diatas cukup efektif 
menghapus PRT anak? Atau mungkin ada upaya strategis terhadap penghapusan PRT 
anak? (untuk Kadisnakertrans).  

 

b) Pertanyaan penutup moderator kepada para nara sumber Kira-kira dukungan apa yang 
bisa diberikan atau kerjasama yang bisa dibuat bersama pemerintah, APINDO dan Serikat 
Pekerja dalam mempromosikan kerja layak bagi PRT?  

Untuk point ini, pencatat proses perlu mendokumentasikan dengan baik usulan-usulan 
dari para nara sumber, dan harapannya ada waktu memadai pada bagian ini untuk 
sejumlah hal strategis dan aplikatif yang dapat dilakukan merujuk pada mandat lembaga 
masing-masing. Misalnya APINDO bersedia berbagi informasi dalam rapat rutin anggota, 
SP terhadap konstituen, Disnaker memolopori tim yang akan mendorong adanyan 
payung hukum (misal kasus pemprov Sulsel untuk mengaktifkan kembali penyusunan 
RANPERDA Perlindungan PRT yang sebelumnya sudah masuk dalam agenda PERDA 
inisiatif DPRD tapi kemudian ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan).  Pendekatan 
terhadap agen rekrutmen untuk menjadi bagian dari gerakan ini, memfasilitasi diskusi 
publik tentang ruang bagi isu perlindungan PRT, dll. Termasuk rekan-rekan jurnalis, apa 
yang mereka dapat sumbangkan bagi gerakan mengkampanyekan Dunia Kerja yang Layak 
bagi PRT dan Penghapusan BPTA? Dapatkan AJI menetapkan kedua hal tersebut sebagai 
tema pemberitaan secara berkala? 

BAGIAN 4: Kesimpulan.  

 

 

 


